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RINGKASAN 

 

Judul Pengabdian adalah “Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya 

Membayar Pajak di Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara”.  

 

Pajak sebagai salah satu sumber pemerintah daerah, oleh pemerintah 

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun saran dan prasarana 

kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam 

menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang 

dihadapi dalam pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

kesadaran masyarakat atau bahkan masyarakat belum mengerti pajak. Sehingga 

masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak. 

Kurangnya kesadaran masyarakat Di desa Helumo Kab. Gorontalo Utara, 

terhadap ketentuan dan tatacara perpajakan disebabkan pemahaman mengenai 

pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Menyebabkan masyarakat belum 

seluruhnya yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Lurah terkait dengan hal 

ini yakni melakukan sosialisasi/penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang 

dikenakan pajak dan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak. 

 
 

Kata Kunci: Meningkatkan, Pengetahuan, Masyarakat, Membayar, Pajak 
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PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan 

Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga laporan hasil Kuliah Kerja Sibermas (KKS) 

UNG Periode 2015 ini dapat di selesaikan. Laporan ini berisi tentang keseluruhan 

rangkaian program mulai dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan Kuliah Kerja 

Sibermas (KKS). Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG ini sangat membantu proses 

pembelajaran bagi mahasiswa dalam melaksanakan program pengabdian. Selain 

bermanfaat bagi mahasiswa, pelaksanaan program ini juga sangat membantu 

masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Helumo Kecamatan 

Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal mendapatkan akses pengetahuan 

di bidang hukum khususnya terkait dengan peningkatan pengetahuan masyarakat 

dalam membayar pajak. 

Kami sebagai tim pelaksana Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode 

2015 menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu,  saran 

dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan laporan Kuliah Kerja 

Sibermas (KKS) UNG ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. 

Terima kasih. 

 

 

Gorontalo,  Mei 2015 

 

 

 

Tim Pelaksana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis  Situasi 

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini meliputi pengembangan wilayah dan 

pemerataan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi pemenuhan 

kebutuhan dasar ekonomi dan sosial serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan daerah salah satunya melalui pajak. 

Pajak merupakan salah satu pungutan Negara terhadap rakyatnya. Dimana 

pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib 

pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya yang 

diperlukan untuk pembangunan. Artinya peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar, 

karena pajak dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah. 

Pajak sebagai salah satu sumber pemerintah daerah, oleh pemerintah dimanfaatkan 

oleh pemerintah untuk membangun saran dan prasarana kepentingan umum. Mengingat 

betapa pentingnya peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut 

adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam sistem perpajakan, Self 

assessment system merupakan suatu bentuk system hukum yang modern dalam bidang 

perpajakan, hal ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak 

sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila. 

Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat 

Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan. Self Assesment System menuntut sikap aktif dari 

wajib pajak untuk menghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan 

jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. 

Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat atau bahkan masyarakat belum 

mengerti pajak. Sehingga masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran 

pajak. 
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Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak 

sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan 

kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan pengetahuan masyarakat 

dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran 

aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.     

Sehubungan dengan hal tersebut, Di desa Helumo Kab. Gorontalo Utara, tingkat 

pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan dan tatacara perpajakan kurang 

dipahami masyarakat. Hal ini disebabkan pemahaman mengenai pajak yang diperoleh 

masyarakat belum optimal.  

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Lurah terkait dengan hal ini yakni 

melakukan sosialisasi/penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang dikenakan pajak dan besarnya 

pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

 

B. Permasalahan Mitra : 

1) Masyarakat Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara sebagian besar tidak membaya pajak. 

2) Kurangya pemahaman masyarakat Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara dalam 

melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak. 

 

C. Solusi yang Ditawarkan  

1) Memberikan sosialisasi/penyuluhan dan memberikan pemahaman tentang pajak kepada 

masyarakat. 

2) Tata cara perhitungan pajak terutang. 

3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kepala Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

A. Target : 

Masyarakat Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara, khususnya yang tidak membayar pajak. 

 

B. Luaran : 

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara dalam 

membayar pajak. 

2) Memahami akan pentingnya pajak untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Masyarakat memahami ketentuan dan tatacara perpajakan. 

4) Masyarakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya. 

5) Jurnal. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Persiapan dan Pembekalan 

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) meliputi tahapan berikut: 

a) Perekrutan mahasiswa peserta  

b) Koordinasi dengan Kepala Desa ke Lokasi Kuliah Kerja Sibermas (KKS)  

c) Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa 

2. Materi pembekalan/ Coaching kepada mahasiswa mencakup : 

a) Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh Kepala LPM-UNG 

b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingya membayar pajak oleh DPL. 

c) Sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. 

3. Pelaksanaan tahapan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) berlangsung dari bulan Maret – 

Mei 2015. 

a) Pelepasan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) oleh 

Kepala LPM-UNG 

b) Pengantaran 30 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) 

ke lokasi 

c) Penyerahan peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ke lokasi oleh 

panitia ke pejabat setempat 

d) Pengarahan oleh Dosen Pembimbing Lapangan di bantu oleh unsur pemerintah setempat 

e) Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan 

f)  Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan 

g) Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas 

(KKS) 

h) Penarikan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) 
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B. Pelaksanaan 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan 

kerjasama dengan instansi yang terkait. Solusinya yakni: 

a) Dalam Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ini, akan dilakukan Sosialisasi/penyuluhan tentang 

pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. 

b) Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:  

1) Mengumpulkan data awal yang ada di Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara. 

2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kepala Desa Helumo Kab. Gorontalo Utara. 

3) Mempersiapkan muatan materi yang tepat serta menentukan narasumber yang  

berkompentensi untuk itu yakni tentang meningkatkan pengetahuan masyarakat 

pentingnya membayar pajak serta bagaimana tatacara perpajakan (objek yang kena 

pajak, dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak). 

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa 90 JKEM dan dihitung dalam volume  

Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam 45 hari. Rata-rata jam kerja efektif mahasiswa 

(JKEM) perhari 2 jam sebagai acuan. Uraian tabel dalam bentuk program dan jumlah 

mahasiswa pelaksananya adalah: 

Tabel 2. Uraian pekerjaan, program dan volumenya dalam 45 hari 

No Nama Pekerjaan Program Volume 

(JKEM) 

Keterangan 

1 Menyediakan blanko pengisian 

SPT wajib pajak orang pribadi 

Identifikasi 900 10 orang 

mahasiswa 

2 Menyediakan buku pedoman 

pengisian pajak 

Identifikasi 900 10 orang 

mahasiswa 

3 Praktek tata cara pengisian SPT 

wajib pajak orang pribadi 

Praktek  900 10 orang 

mahasiswa 

               Total Volume Kegiatan 2700 30 orang 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan 

lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) 

yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang 

kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang 

mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada 

masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS). 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan pendampingan masyarakat 

melalui pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan peran serta Dosen, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam membangun bangsa dan Negara. Akademisi selaku pengemban Tridharma 

Perguruan Tinggi dalam perannya meningkatkan pengabdian pada masyarakat  bekerja 

sebagai penginisiatif kegiatan bertugas memetakan permasalahan dan pendataan dengan 

teknik pengumpulan data ilmiah dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat yang tidak 

membayar pajak. 

Permasalahan yang telah dirumuskan menjadi rencana kegiatan dalam menentukan 

muatan materi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah pajak oleh Tim Akademisi yang 

terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS). Dalam kegiatan pengabdian ini Tim 

peneliti ini akan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat yakni : 

a) Kantor Pajak melakukan sosialisasi tentang pajak. 

b) Nirwan Junus, SH., MH, dosen pada Jurusan Ilmu Hukum akan  melakukan penyuluhan 

tentang meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak dan tatacara 

perpajakan (objek yang kena pajak, dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib 

pajak). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo 

Utara 

Secara Geografis Desa Helumo terletak di wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten 

Gorontalo Utara  di Provinsi Gorontalo, Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007., 

merupakan hasil pemekaran ketiga  dari Kabupaten Gorontalo. 

Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah 

penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km² dengan tingkat kepadatan 

penduduknya adalah 84,60 jiwa/km² 

Wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut. 

1. Anggrek, 

2. Atinggola, 

3. Biau, mekaran Kecamatan Tolinggula  

4. Gentuma Raya, 

5. Kwandang, 

6. Monano, mekaran Kecamatan Anggrek  

7. Ponelo Kepulauan, mekaran Kecamatan Kwandang  

8. Sumalata, 

9. Sumalata Timur, mekaran kecamatan Sumalata  

10. Tolinggula, dan 

11. Tomilito, mekaran Kecamatan Kwandang  

Adapun data Desa yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara 

sampai dengan Maret 2012 terdiri atas 15 desa, yaitu: (1) Ilangata; (2) Tolongio; (3) Tolango; 

(4) Popalo; (5) Dudepo; (6) Mootilango; (7) Langge; (8) Tutuwoto; (9) Hiyalooile; (10) 

Ibarat; (11) Iloheluma; (12) Ilodulunga; (13) Putiana; (14) Helumo; dan (15) Datahu. 

Masyarakat Gorontalo Utara terdiri dari 2 (dua) sub Etnis yaitu, Hulontalo dan Atingola, 

yang masing-masing memiliki bahasa yang khas. Kedua etnis ini terlingkup dalam satu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kwandang,_Gorontalo_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/2007
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kesatuan adat Gorontalo yang bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainya sehinga 

membentuk satu kesatuan yang utuh dan kokoh dalam membangun serta memajukan daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara yang baru beberapa tahun terbentuk.  

 

B. Hasil Capaian 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang per orang atau 

badan dan bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang. Pembayar pajak tidak akan 

mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara dan 

bagi   kemakmuran rakyat. 

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang 

dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian besar pada akhirnya akan 

dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari pemenintah untuk 

mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Untuk mendukung tujuan 

tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya 

ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan 

prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. 

Di lihat dari profil Masyarakat Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten 

Gorontalo Utara sebagian besar penduduknya mengantungkan hidupnya pada potensi sumber 

daya alam yang dimiliki oleh daerah ini, sehinga sebagian besar masyarakatnya berpropesi 

sebagai Petani dan Nelayan. Dengan jumlah pendapatan yang tidak tetap, padahal jika dilihat 

dari potensi sumber daya alam daerah ini sangat strategis dan sangat menunjang untuk di 

tumbuh kembangkan sehinga perekonomian serta faktor ekonomi dan pendapatan  yang ada 

didaerah ini dapat ditingkatkan. 

Terkait dengan kewajiban warga negara dalam hal pembayaran pajak, jika melihat 

data yang ditunjukkan, bahwa jumlah wajib pajak yang ada di Desa Helumo ini berjumlah 

520 orang. Namun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat rendah. 

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ini, diharapkan terjadi peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap pembayaran pajak. Adapun metode yang digunakan yakni 

melalui pengumpulan data wajib pajak serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

sosialisasi/ penyuluhan hukum dalam rangka tentang pentingnya membayar pajak.  
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Adapun hasil capaian program Kuliah Kerja Sibermas((KKS) yakni : 

a. Pendataan masyarakat Wajib Pajak di 4 Dusun, serta identifikasi persoalan terkait 

pembayaran pajak,sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Helumo 

b. Dengan melaksanakan penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

wajib pajak meningkat, dengan harapan akan meningkatkan respon wajib pajak terhadap 

pembayaran pajak di Kabupaten Gorontalo Utara secara umum dan di Desa Helumo  

secara khusus terutama dalam hal pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

c. Pelatihan penghitungan pajak bagi sebagian wajib pajak dan aparat desa, diharapkan 

memudahkan mereka untuk memberikan pemahaman terhadap mayarakat wajib pajak 

terhadap pajak. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dengan pendataan Wajib Pajak sekaligus dilakukan identifikasi permasalahan yang 

dihadapi masyarakat Wajib Pajak didesa Helumo. 

2. Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Pajak, untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman bagi masyarakat Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

3. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat. 

 

B. Saran 

Berharap kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Mahasiswa KKS terhadap program tersebut, 

dapat dilanjutkan melalui program pemerintah desa terkait upaya peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam hal pembayaran pajak, dan kamipun berharap program ini dapat 

dilanjutkan kembali dengan program lainnya seperti IbM, IbPE dan lain sebagainya yang bisa 

didanai oleh DP2M pada tahun-tahun selanjutnya. 
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Gambar 3 : Penyuluhan 
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Gambar 4 : Acara Tambahan 
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Lampiran 1. Surat Mitra 
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Lampiran 2. Daftar  Nilai KKS Pengabdian 
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Lampiran 3. Surat Kontrak 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi/Penyuluhan 
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Lampiran 5. Daftar Hadir Seminar Hasil 
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Lampiran 6a. Biodata Ketua Tim  

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Dengan Gelar Nirwan Junus, SH. MH 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Pembina / IVa 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 19690602 200003 2 001 

5 NIDN 0002066906 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 02 Juni 1969 

7 E-mail - 

8 Nomor Telepon/HP 085256320906 

9 Alamat Kantor - 

10 Nomor Telepon/Faks - 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 0 Orang; S-2 = 0 Orang; S-3 = 

0 Orang 

12 

 

Mata Kuliah yang Diampu 

 

1. Ilmu Negara 

2. Hukum Agraria 

3. Hukum Dagang 

4. Hukum Pajak 

5. Hukum Tata Negara 

6. Hukum Lingkungan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Univ. Samratulangi 

Manado 

Univ. Hasanudin       - 

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum  

Tahun Lulus 1993 2005  

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Aspek-Aspek Hukum 

Adopsi Dalam 

Hubungannya Dengan 

Status Hukum 

Penguasaan Tanah 

Bantaran Danau 
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Hukum Kewarisan 

Islam 

Limboto 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Yahya Bin Smith,SH Dr.Anwar 

Borahima,SH,.MH 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi) 

   

No. 

Tahun 

 

Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jmlh (Juta Rp) 

1 2012 Status Hukum Tanah 

Bantaran Danau 

Limboto di Provinsi 

Gorontalo 

PNBP 10 Juta 

2 2013 Efektivitas Penegakan 

Hukum Dalam 

Menanggulangi Illegal 

Logging Di Provinsi 

Gorontalo 

PNBP 25 Juta 

3 2013 Perlindungan Hukum 

Terhadap Usaha 

Pertambangan Rakyat 

Di Provinsi Gorontalo 

 DIKTI 

Tahun I 

50 Juta 

4 2014 Perlindungan Hukum 

Terhadap Usaha 

Pertambangan Rakyat 

Di Provinsi Gorontalo 

DIKTI 

Tahun ke 

II 

48.122.500 

5 2015 Kebijakan Hukum 

Dalam Rangka 

Perlindungan Sumber 

Daya Ikan Yang 

Berkelanjutan dan 

Berbasis Kearifan Lokal 

Pada Suku Bajo di 

Gorontalo 

IDB dan 

DP2M 

DIKTI 

105 Juta 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No    Tahun Judul Pengabdian Kepada 

masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (juta 

Rp) 

  

1 

    2011 Penyuluhan Tentang Pelestarian 

Danau Limboto di Desa Iluta 

Kecamatan Batudaa Kabupaten 

Gorontalo 

PNBP 7,5 

  

2 

 2012 Instruktur PLPG (Pendidikan 

Latihan Profesi Guru) 

Diknas 4 juta 

3     

2012 

Pelatihan Pembuatan Perdes Hewan 

Lepas Di Desa Batulayar 

Kecamatan Bongomeme Kabupaten 

Gorontalo 

PNBP 10 Juta 

4     2014 Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan 

Tradisional Buili dan Peningkatan 

Kesadaran Hukum masyarakat 

Nelayan Dalam Rangka 

Perlindungan Sumber Daya Ikan  

Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa 

Pantai 

DP2M-

DIKTI 

 72.500.000 

5

. 

    2014 Peningkatan Pengetahuan 

Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam 

Rangka Pelestarian Lingkungan 

Pesisir pantai sebagai ajang tempat 

wisata 

PNBP 25 Juta 

6

. 

    2015 Meningkatkan Pengetahuan 

Masyarakat Pentingnya 

Membayar Pajak Di Desa Helumo 

Kab.Gorontalo Utara 

PNBP 25 Juta 
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E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 Perkembangan Hukum Pentanahan 

dan Eksistensi Pengakuan Hak 

Ulayat Menurut Hukum UUPA.  

Jurnal 

Legalitas 

Vol 1 Mei 

2008.  

 

2 Kebijakan Pertanahan di Era 

Otonomi Daerah Berdasarkan 

Prinsip Hukum Tata Ruang. 

Jurnal 

Legalitas 

Oktober 2008 

3 Konsep Pembaharuan Hukum 

Agraria Sesuai Amanat Undang-

Undang Dasar 1945. 

Legalitas Februari 2009 

 

F. Pemakalah Seminar  Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

   

No. 

 Nama Pertemuan Ilmiah/ 

Seminar 

Judul artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

 1 Seminar Pertambangan Rakyat Di 

Gorontalo (dilihat dari 

Persfektif Hukum) 

11 Oktober 

2301 Hotel 

Jambura 

 2 Prosiding Seminar 

Nasional 

Peningkatan Pengetahuan 

Hukum Nelayan Dalam 

Memanfaatkan Alat 

Penangkap Ikan 

Tradisional Dalam 

Rangka Perlindungan 

Sumber Daya Ikan 

20 November 

2014. 

Universitas 

Tarumanegara 

Jakarta. 
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G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun    Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

  1 Hukum Agraria dan 

Perkembangannya di 

Indonesia 

  2011 119 Mandiri 

Publishing 

Gorontalo 

  2   Hukum Kehutanan  2013 77 Interpena 

  3 Problematika 

Pertambangan dan   

Solusi (Dilihat dari 

Persfektif Hukum) 

 2014 72 CV Budi Utama 

 

 

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

    

No. 

Judu/Tema HKI   

Tahun 

Jenis Nomor P/ID 

 - - - - 

 

I. Penggalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun 

Terakhir 

  

No. 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial lainnya yang Telah 

diterapkan 

  

Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

 - - - - 
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Lampiran 6b. Biodata Anggota Tim  

 

ANGGOTA I 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : Mohamad Rusdiyanto U.Puluhulawa,SH.,MH 

NIP/NIDN : 1970110511997031001 / 000557004 

Tempat dan Tanggal Lahir : GORONTALO, 05 NOVEMBER 1970 

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan 

Status Perkawinan :  Kawin  Belum Kawin  Duda/Janda 

Agama : ISLAM 

Golongan / Pangkat : PEMBINA / IVa 

Jabatan Akademik : DEKAN  

TMT sebagai Dosen :  01-03-1997 

Status Dosen :   Tetap   Tidak Tetap  

Pendidikan Tertinggi :  

Fakultas : ILMU SOSIAL 

Jurusan : ILMU HUKUM 

Alamat kantor : Jalan Jenderal Sudirman NO.6 GORONTALO 

 Telp./Faks. : - 

Alamat Rumah : Jln, Prof.HB Yasin No.475 RT/RW 001/001Kel,Liluwo Kec, 

Kota Tengah .Gorontalo 

 Telp./Faks. :  

Alamat e-mail yg aktif :  

No. HP  :  081244987172 

Alamat Facebook :  

Alamat blog/homepage/web:  

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

Tahun 

Lulus 

Program Pendidikan 

(diploma, sarjana, 

magister, spesialis, 

dan doktor) 

Perguruan Tinggi 
Jurusan/ 

Bidang Studi 

Judul Tugas 

Akhir/Skripsi/ 

Tesis/Disertasi 

1989 

 
Sarjana Univ.Hasanudin Ilmu hukum 

 

 

 

2002 Magister Univ. Gadjah Mada Ilmu Hukum 
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PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu 

2010 

 

 

Peserta pelatihan Penyusunan 

Rancangan Produk Hukum UNG  

UNG 28-29 Juni 2010 

PENGALAMAN MENGAJAR 

Mata Kuliah Program Pendidikan 
Institusi/Jurusan/

Program Studi 

Sem/Tahun 

Akademik 

Pengantar Ilmu Hukum  

 

 

SI Ilmu Hukum  

 

Ilmu Hukum UNG 

Ganjil 

2009/2010 

 

Pengantar Hukum Indonesia  

 

SI Ilmu Hukum  

 

Ilmu Hukum UNG 

 

Ganjil 

2009/2010 

Hukum LIngkungan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2009/2010 

Hukum Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2009/2010 

Hukum acara Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2009/2010 

Pengantar Ilmu Hukum  

 

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2010/2011 

 

Pengantar Hukum Indonesia  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2010/2011 

Sosiologi Hukum  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2010/2011 

Hukum Administrasi Negera  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2010/2011 

Hukum Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2010/2011 

Kriminologi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

Genap 

2010/2011 

Kejahatan Korporasi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2010/2011 

Pengantar Ilmu Hukum  

 

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2011/2012 

 

Pengantar Hukum Indonesia  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2011/2012 

Antropologi Hukum  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2011/2012 

Hukum Administrasi Negara  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2011/2012 
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Hukum Lingkungan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2011/2012 

Hukum Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2011/2012 

Acara Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2011/2012 

Hukum Lingkungan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2011/2012 

Kriminologi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2011/2012 

Kejahatan Korporasi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2011/2012 

 

Pengantar Hukum Indonesia  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2012/2013 

Antropologi Hukum  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2012/2013 

Hukum Administrasi Negara  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2012/2013 

Hukum Pertambangan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2012/2013 

Hukum Tata Ruang  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2012/2013 

Hukum Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

Acara Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

Hukum Lingkungan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

Kriminologi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

Kejahatan Korporasi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

Kejahatan Terhadap Subjek 

Hukum  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2012/2013 

 

Pengantar Hukum Indonesia  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2013/2014 

Antropologi Hukum  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2013/2014 

Hukum Administrasi Negara  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2013/2014 

Hukum Pertambangan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2013/2014 

Hukum Tata Ruang  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Ganjil 

2013/2014 
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Hukum Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

Acara Pidana  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

Hukum Lingkungan  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

Kriminologi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

Kejahatan Korporasi  SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

Kejahatan Terhadap Subjek 

Hukum  

SI Ilmu Hukum  Ilmu Hukum UNG Genap 

2013/2014 

PRODUK BAHAN AJAR 

Mata Kuliah Program Pendidikan 
Jenis Bahan Ajar (cetak 

dan non cetak) 

Sem/Tahun 

Akademik 

Hukum Lingkungan  S1 Ilmu Hukum, Cetak Ganjil 

2010/2011 

Kejahatan Korporasi  

 

S1 Ilmu Hukum, Cetak Genap 

2011/2012 

PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian 
Ketua/Anggota 

Tim 

Sumber Dana, 

Total Dana 

1997 Tinjawan yuridis terhadap delik  

Penadahan di kota gorontalo 

Ketua Mandiri  

1998 Proses penyelesaian perkara admiistrasi 

negara di pengadilan negeri limboto 

Ketua Mandiri  

2000 Evektivitas peraturan perundang-undangan 

terhadap upaya pelestarian sumberdaya 

perikakanan di perairan Indonesia timur 

Ketua Mandiri  

2001 Pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi 

Gorontalo 

Ketua  Pemda 

Prov.Gtlo 

2002 Upaya pemerintah daerah dalam 

menerbitkan tambang emas di taman 

nasional bogani nani warta bone jarring 

pengamanan sosial kab. Gorontalo  

Ketua Pemda Bolaang 

Mongondow 

Sulawesi Utara 

Pemda 

kabupaten 

Gorontalo. 

2006 Peta Konflik di Provinsi Gorontalo Anggota  Pemda Prov. Gtlo 
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PENGALAMAN PENGABDIAN 

Tahun Judul Pengabdian 
Ketua/Anggota 

Tim 

Sumber Dana, 

Total Dana 

2014 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat 

Kelurahan Pohe Dalam Rangka Pelestarian 

Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang 

tempat wisata 

Anggota PNBP   

25 Juta 

2015 Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat 

Pentingnya Membayar Pajak Di Desa 

Helumo Kab.Gorontalo Utara 

Anggota PNBP 

25 Juta 

 

KARYA ILMIAH 

A. Buku/Bab/Jurnal 

T a h u n J u d u l Penerbit/Jurnal 

2008 Fungsi Komisi Ombudsman Dalam Menwujudkan 

Negara Hukum dan Pemerintah Yang Baik  

Jurnal Hukum Legalitas 

2009 Whistle Blower dan Crown Witnes Dalam Proses 

Peradilan  

Jurnal Hukum Legalitas 

 

B. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 

Lokal/ 

Nasional/ 

Internasional 

Panitia/Peserta 

/Pembicara 

 

2012 

Konvensi nasional 

Pendidikan Indonesia ke-7 

tahun 2012 

Asosiasi lembaga 

Pendidikan tenaga 

kependidikan 

Indonesia 

Nasonal Peserta  

2013 

 

Seminar dan lokakarya 

Model Pengembangan 

Pendidikan karakter 

Berbasis disiplin Ilmu 

degan  Tema UNG emas 

bangun karakter Emas, 

Untuk Indinesia emas  

LP3 UNG Lokal Peserta 
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Lampiran 6c. Biodata Anggota Tim  

ANGGOTA II 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Peneliti  :  Mutia Cherawaty Thalib, S.H, M.Hum 

NIP                               :  19690704 199802 2 001 

Pekerjaan                      :   Dosen UNG 

Pangkat/ Golongan       :   Pembina/IVa 

Alamat                          :  Perum Taman Indah Blok D.10 Kelurahan  

   Wongkaditi Barat Kota Gorontalo 

 

2. Pendidikan dan Pelatihan 

A. Pendidikan 

1. SD Negeri No. 46 Kota Selatan Kota Gorontalo, 1982 

2. SMP Negeri 1 Gorontalo, 1985 

3. SMA Negeri I Gorontalo, 1988 

4. Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 1993 

5. Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004 

 

B. Pelatihan/Penyuluhan 

1. Penyuluhan Hukum PTK-PNF tahun 2006/2009 

2. Penyuluhan Hukum tentang KDRT tahun 2007 

3. Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur 2009 

4. Pelatihan Penanganan/Pelaporan Adanya Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan 

dan Anak, tahun 2009 

5. Pelatihan dalam Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Hukum di Lingkungan 

Depdiknas, tahun 2010 
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